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MENTERI PERTANIAN 
REPUBLIK INDONESIA 

PERATURAN MENTERI PERTANIAN 

Menimbarng : 

NOMOR: 31/Permentan/OT.140/3/2010 

TENTANG 

PEDOMAN SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 
PEMBANGUNAN PERTANIAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PERTANIAN, 

PERPUSTAKAAN DIGITAL 
BPSIP KALTENG 
JLG Cbcs Km. 5 Palangka Raya 

a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pertanian No 

mor 431/kpts/Rc.210/7/2004 telah ditetapkan 

Sistem Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Per 
tanian; 

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja pelak 

sanaan pembangunan pertanian dan memberikan 

umpan balik bagi penyempurnaan kebijakan, pro 

gram dan kegiatan di masa mendatang, diperlukan 

sistem pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang 

tepat, akurat, efektif dan efisien; 

c. bahwa atas dasar hal tersebut di atas, maka dipan 

dang perlu Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi 

dan Pelaporan Pembangunan Pertanian; 



Mengingat 

|JATIOIO MAANATEUES 

TUAI 91898 

1. Undarng-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 

Tahun 2004 tentang 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104. 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pe 
merintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

A43)} 9m�eco JL4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 
126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2010 (Lembaran Negara Tahun 2009 
Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara NOmo 
5075); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Tata Cara Penyampaian Rencana dan 
Laporan Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak 

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Nomor 4353); 
9. Peraturan Pemerintah Nomor24Tahun 2 2005 tentang 

Tahun 2005 Nomnor 49, Tambahan Lembaran Negara 
Standar Akuntansi iPemerintahan( (Lembaran Negara 

Nomor 4503); 



10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 
Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 ten 
tang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksa 
naan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara 
Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Neg 
ara Nomor 4663) 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara 
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4737); 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran 

Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4816); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah; 

15. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang 
Pedomarn Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4212) juncto Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 
2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4418); 

16. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 ten 

tang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu ll; 

17. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang 

Unit Organisasi dan Tugas Eselon 1 Kementerian 
Negara Republik Indonesia; 

18. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 

Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 

19. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2009 tentang 

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010; 

20. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2009 tentang 



Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat Tahun Anggaran 2010; 

21. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 
tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: 

22. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Per-cepatan Pemberantasan Korupsi: 

23. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apara-tur Negara, Nomor: Per/09/M.PAN/S/2009 tentang Pedoman Umum, Penetapan Indikator Kinerja Uta-ma di lingkungan Instansi Pemerintah. 

24 Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/|X/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedo. 
manPenyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

25. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 299/Kots/ 
OT.140/7/2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata 

Kerja Kenmenterian Pertanian juncto 24. Peraturan 
Pemerintah Nomor 11/Permentan/OT.140/2/2007: 

26. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 341/Kpts/ 
OT.140/7/2005 tentang Kelengkapan dan Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian 

juncto Peraturan Pemerintah Nomor 12/Permen 
tan/0T.140/2/2007; 

27. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15/Permentan/ 

RC.110/1/2010 tentang Rencana Strategis Kemen 
terian Pertanian 2010-2014; 

Menteri Keuangan Nomor 91/ 

PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar; 
28. Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 96/ 

PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
29. Peraturan 

Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, 
Pemindahtanganan Barang Milik Negara; 

30. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 171/ 

KMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi 
dan 

Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat; 
31. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/ 

PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 

Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTANIAN TENTANG PEDOMAN 
SISTEM PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN 
PEMBANGUNAN PERTANIAN 

Pasal 1 

Pedoman Sistem Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan 
Pertanian seperti tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak terpi 
sahkan dengan Peraturan ini. 

Pasal 2 

Pedoman sebagaimana dimaksud Pasal 1 dimaksudkan sebagai acuan 
pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan per 
tanian. 

Pasal 3 

Pejabat Eselon-l wajib melaporkan hasil pelaksanaan pemantauan, eval 
uasi dan pelaporan kepada Menteri Pertanian sesuai dengan ketentuan 

yang diatur dalam Pedoman ini. 

Pasal 4 

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pemantauan, evaluasi 
dan pelaporan ditanggung oleh masing-masing unit kerja sesuai keten 
tuan yang berlaku. 

Pasal 5 

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Surat Keputusan Menteri Perta 

nian Nomor 431/Kpts/RC.210/07/2004 tentang Sistem Monitoring dan 
Evaluasi Pembangunan Pertanian dinyatakan dicabut dan tidak berlaku 
lagi. 



Pasal 6 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara 
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan 
Republik Indonesia. 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 19 Maret 2010 

MENTERI PERTANIAN, 

SUSWONO 
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